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1. Dasar Hukum

a.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum menjadi Undang-Undang;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur
Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil
Wali Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali
Kota dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan
dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,
Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan
Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali
Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan
Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024

tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.




2.

Isi Surat

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas Bawaslu Kota Sawahlunto dalam
melakukan pencegahan pelanggaran sengketa proses, Administrasi dan Pidana
Pemilihan pada tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Wali kota Tahun 2024 khususnya
pada pelaksanaan Kampanye dengan ini menyampaikan kepada Komisi
Pemilihan Umum Kota Sawahlunto antara lain sebagat berikut :

Memastikan untuk melaksanakan semua Tahapan Berdasarkan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang — Undang Pemilihan menyebutkan :

Tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/ Kota adalah:
a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:
Angka (5) Pelaksanaan Kampanye;

- Bahwa berdasarkan Pasal 74 Undang — Undang Pemilihan menyebutkan:

Ayat (1) Dana Kampanye pasangan calon yang diusulkan Partai Politik atau
gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari:
a. sumbangan Partai Politik dan atau gabungan Partai Politik yang
mengusulkan pasangan calon;
b. sumbangan pasangan calon; dan/atau
c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi
sumbangan perseorangan dan/atau hokum swasta.

(2) Dana Kampanye pasangan calon persecrangan dapat diperoleh dari
sumbangan pasangan calon, sumbangan pihak lain yang tidak
mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan
hukum swasta.

(3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan
pasangan calon wajib memiliki rekening khusus dana Kampanye
atas nama pasangan calon dan didaftarkan kepada KPU Provinsi
atau KPU Kabupaten/Kota;

(4) Pasangan calon perseorangan berlindak sebagai penerima
sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan wajib memiliki rekening khusus dana Kampanye dan
didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(5) Sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ dan ayat (2) dan perseorangan paling banyak
Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari badan hukum
swasta paling banyak 750.000.000,00 (fujuh ratus lima puluh juta
rupiah).

(6) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan
pasangan calon dan pasangan calon perseorangan dapat menerima
dan/atau menyetujui sumbangan yang bukan dalam bentuk uang
secara langsung untuk kegiatan Kampanye yang jika dikonversi
berdasar harga pasar nilainya fidak melebihi sumbangan dana
Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat
(6) harus mencantumkan identitas yang jelas.

(8) Penggunaan dana Kampanye pasangan calon wajib dilaksanakan
secara transparan dan akuntabel sesuai standar akuntasi keuangan;




(9) Pembatasan dana Kampanye pasangan calon ditetapkan oleh KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kofa dengan mempertimbangkan
jumiah pemilih, cakupan/iuas wilayah, dan standar biaya daerah.

- Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang — Undang Pemilihan menyebutkan:

Ayat (1) Laporan sumbangan dana Kampanye dan pengeluaran sebagaimana '
dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) dan ayat (6), disampaikan oleh
pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur kepada KPU
Provinsi dan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta
pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota kepada KPU
Kabupaten/Kota dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa
Kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa Kampanye
berakhir;

(2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib menyerahkan laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kantor akuntan publik
untuk diaudit paling lambat 2 (dua) hari setelah KPU Provinsi dan
KPU Kabupaten/Kota menerima laporan dana Kampanye;

(3) Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit paling lambat 15
(lima belas) hari terhitung sejak laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diterima;

(4) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari

| setelah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima laporan
| hasil audit dari kantor akuntan publik;

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumbangan dan pengeluaran dana

Kampanye pasangan calon diatur dengan Peraturan KPU;

- Bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang — Undang Pemilihan menyebutkan:

Ayat (1) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan
pasangan calon dan pasangan calon perseorangan difarang
menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang
berasal dari:

a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya
masyarakat asing dan warga negara asing;

b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas indentitas;

c. pemerintah dan pemerintah daerah; dan

d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan
usaha milik desa afau sebutan lain.

(2) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan
pasangan calon dan pasangan calon perseorangan yang menerima
sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan
menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas)
hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan
sumbangan tersebut kepada kas negara;

(3) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan
pasangan calon, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenai sanksi berupa pembatalan pasangan calon
yang diusulkan.

(4) Pasangan calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai pasangan
calon.

(5) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.,




Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota menyebutkan :

Angka 5.

15.

16.

17.

18.

19.

21.

22,

23.

KPU Kabupaten Kota adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur
mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas
menyelenggarakan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota
dan wakil walikota berdasarkan ketentuan yang mengatur dalam
Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan.

Bawaslu Kabupaten/Kota Adalah Lembaga Penyelenggara
Pemilu Yang Bertugas Mengawasi Penyelenggaraan Pemilu
Di Wilayah Kabupaten/Kota Sebagaimana Dimaksud Dalam
Undang-Undang Yang Mengatur Mengenai Penyelenggara
Pemilu Yang Diberikan Tugas Dan Wewenang Dalam
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil
Bupati Atau Walikota Dan Wakil Walikola Berdasarkan
Ketentuan Yang Diatur Dalam Undang-Undang Pemilihan termasuk
Panitia pengawas Kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan
jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Parfai Politik
Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk
membiayai kegiatan Kampanye.

Rekening Khusus Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat
RKDK adalah rekening yang menampung penerimaan Dana
Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan
Calon atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai
Politik Peserta Pemilu dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan
Kampanye.

Laporan Awal Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LADK
adalah pelaporan yang memuat informasi RKDK, sumber
perolehan saldo awal atau saldo pembukaan,rincian perhitungan
penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan
RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari
Pasangan Calon dan/atau Partai Polifik Peserta Pemilu afau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan pihak lain.

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang
selanjutnya disingkat LPSDK adalah pelaporan yang memuat
seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK
disampaikan kepada KPU Provinsiatau KPU Kabupaten/Kota.
Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye,yang
selanjuinya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat
seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

Petugas Penghubung adalah orang yang diberikan mandate oleh
Pasangan Calon sebagai penghubung antara Pasangan Calon
dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam kegiatan
sosialisasi, konsultasi, penyampaian Laporan Dana Kampanye,
dan kegiatan lain yang terkait dengan Dana Kampanye.

Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh PasanganCalon yang
digunakan untuk keperluan audit.

Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang
yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan
Publik.




24, Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah
badan usaha yang didirikan berdasarkan keleniuan peraturan
perundang- undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan
Undang-Undang tentang Akuntang Publik.

26. Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye yang selanjutnya
disebut Sikadeka adalah sistem dan teknologi informasi yang
digunakan dalam memfasilitasi tahapan Kampanye dan Dana
Kampanye serta pelaksanaan penunjukan KAP.

27. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha
secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang
dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
sesuai dengan undang-indangyang mengatur tentang perbankan.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikofa dan
Wakil Walikota menyebutkan :

Ayat (1) Penyelenggara Permnilihan berpedoman pada prinsip:

a. mandiri;

b. jujur;

c. adi

d. berkepastian hukum;
e. ferlib;

f. lerbuka;

g. proporsional;

h. profesional;

i. akuntabel;

J-  efektif:

k. efesien; dan

I.  aksesibel.

m. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi

sumbangan perseorangan dan/afau badan hukum swasta.

Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan
Gubemnur dan Wakil Gubemnur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota menyebutkan :

Ayat (1) Tahapan Dana Kampanye Pemilihan meliputi :

a. pembukuan dana kampanye;
b. pelaporan Dana Kampanye; dan
¢. audit Laporan Dana Kampanye

(2) Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pada
ayat (1) huruf a merupakan pencatatan penerimaan dan pengeluaran
Dana Kampanye

(3) Pelaporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pada ayat
(1) huruf b memuat informasi keuangan berupa seluruh transaksi
penerimaan dan/atau yang digunakan Pasangan Calon untuk
membiayai kegiatan Kampanye.

(4) Audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ merupakan audit laporan Dana Kampanye yang dilakukan
oleh KAP yang ditunjuk oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur
dan wakil gubemur dan KPU Kabupaten/Kota unfuk pemilihan bupati
dan wakil bupati atau walikota dan wakil.




- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan
Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota menyebutkan :

Program dan jadwal kegiatan tahapan Dana Kampanye sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 tercanfum dalam Lampiran | yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota menyebutkan :

Ayat (1) Dana Kampanye Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik
Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat
diperoleh dari :

a. sumbangan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan
Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan
Calon;

b. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau

c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi
sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.

(2) Dana Kampanye Pasangan Calon peseorangan, dapat diperoleh dar:
a. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau
b. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi

sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.

(3) Selain sumber Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2), sumber Dana Kampanye Pemilihan dapat diperoleh
dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(4) Dana Kampanye yang diperoleh dari anggaran pendapatan dan
belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan
pada bagian anggaran KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota.

(5) Perolehan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) harus dilengkapi dengan informasi identitas yang jelas.;

(6} Penggunaan dan penggelolaan alokasi Dana Kampanye yang
diperolah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah pada bagian
anggaran KPU Provinsi atau KPU Kabupaien Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi
atau KPU Kabupaten Kofa.

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota menyebutkan :

Ayat (1) Dana Kampanye yang diperoleh dari sumbangan Partal Politik
Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang
mengusulkan Pasangan Calonsebagaimana dimaksud pada Pasal 6
ayat (1) huruf a berasal dari keuangan Partai Politik Peserta Pemilu
atau Gabungan Partai Politik Peserfa Pemilu yang mengusulkan
Pasangan Calon.




(2) Dana Kampanye yang diperoleh dari sumbangan Pasangan Calon
sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2)
huruf a berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon yang
bersangkutan.

(3) Dana Kampanye yang diperoleh dari sumbangan pihak lain yang tidak
mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan
hukum swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) hurufc
dan ayat (2) huruf b berasal dari:

a. perseorangan; dan/atau
b. badan hukum swasta.

(4) sumbangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak
berasal dari tindak pidana dan/atau yang bertujuan untuk
menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana dan bersiftat
tidak mengikaf berdasarkan peraturan perundang-undangan.,

(5) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, melfiputi:

perorangan individu;

anggota dan/atau pengurus Partai Politik Peserta Pemilu;

suamifistri dan/atau keluarga Pasangan Calon;

suamifistri dan/atau keluarga dari Pengurus Partai Politik Peserta

Pemilu dan/atau anggota Partai Politik Peserta Pemilu atau

Gabungan Partai Politik Peserfa Pemilu yang mengusulkan

Pasangan Calon; dan
e. relawan.

(6) badan hukum swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
merupakan badan hukum swasta yang berbadan hukum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Partai Politik Peserta Pemilu yang bukan merupakan Partai Politik
Pengusul Pasangan Calon dapat memberikan sumbangan Dana
Kampanye uniuk Pasangan Calon;

aopp

Bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilthan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota menyebutkan :

Ayat (1) Dana Kampanye yang diperoleh dari Pariai Politik Peserta Pemilu
atau Gabungan Partai Politik Peserfa Pemilu yang mengusulkan
Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dan
Partai Politik Peserta Pemilu yang bukan merupakan Pariai Politik
Peserta Pemilu pengusul Pasangan Calon sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (7) harus dilengkapi dengan surat pernyataan
penyumbang yang memuat informasi identitas penyumbang dan
jumiah sumbangan.

(2) Penyumbang yang berasal dari perseorangan dan/atau badan hukum
swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) harus
dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang
mencantumkan informasi identitas yang jelas jumlah sumbangan.

(3) Informasi identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. nhama Partai Politik Peserta Pemilu;
b. alamat Partai Politik Peserta Pemilu;
c. nomor keputusan kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu
vang termutakhir di masing-masing tingkatkan,
d. nomor pokok wajib pajak Partai Politik Peserta Pemilu;




e. nama dan alamat pimpinan Partai Politik Peserfa Pemilu;
f. nomor teleponftelepon genggam pimpinan Partai Politik Peserta

Pemilu;

g. jumiah sumbangan;
h. asal perolehan dana;
i. pemyataan bahwa:

1. penyumbang tidak menunggak pajak;

2. penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan
kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit
berdasarkan putusan pengadilan yang tefah memperoleh
kekuatan hukum tetap;

3. dana tidak berasal dari tindak pidana dan/atau bertujuan
menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana
berdasarkan peraturan perundang-undangan,; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

(4) Informasi identitas yang jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi:

a. penyumbang perseorangan:
nama;
tempat/fianggal lahir dan umur,
alamat penyumbang;
nomor telepon/ telepon genggam;
nomor induk kependudukan;
nomor pokok wajib pajak;
asal perolehan dana; dan
pemyataan penyumbang bahwa;

a) penyumbang tidak menunggak pajak;

b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan
kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap

¢) dana tidak berasal dari tindak pidana dan/atau bertujuan
menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan

d) sumbangan bersifat tidak mengikat

b. penyumbang badan hukum swasta :

nama badan hukum swasta;

alamat badan hukum swasla;

nomor akta pendirian badan hukum swasta,

nomor pokok wajib pajak badan hukum swasta;

nama dan alamat direksi atau pimpinan badan hukum swasta

nomor telepon/ telepon genggam direksi/atau pimpinan badan

hukum swasta;

7. nama dan alamat pemegang saham mayoritas;

8. asal perolehan dana;

9. keterangan tentang status badan hokum; dan

10. permnyataan bahwa;

a) penyumbang tidak menunggak pajak;

b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan
kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailif
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap

c) dana tidak berasal dari tindak pidana dan/atau beriujuan
menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan

d) sumbangan bersifat tidak mengikat.
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Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota menyebutkan :

Ayat (1) Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain

perseorangan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf
a, paling banyak Rp75‘ 000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
selama masa kampanye';

(2) Dana Kampanye yang| berasal dari sumbangan pihak lain badan
hukum swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf
b, paling banyak Rp750 000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta
rupiah) selama masa kampanye

(3) Dana Kampanye yang berasal Partai Politik Peserta Pemilu yang
bukan merupakan Partai  Politik pengusul Pasangan Calon

sebagaimana dimaksud| dalam Pasal 7 ayat (7} berlaku ketenfuan
pembatasan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

(4) Dana Kampanye yang berasal dari Partai Polifik Peserta Pemilu yang
bukan merupakan Parfal Politik pengusul Pasangan Calon, pihak lain
perseorangan atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan (2) dan ayat (3), bersifat kumulatif untuk setiap
penyumbang selama pepyelenggaraan Kampanye.

(5) Setiap diskon yang d:tenma dari hasil pembelian barang yang melebihi
batas kewajaran tranksaksi jual beli yang beralku secara umum,
diberfakukan ketentuan pembatasan sumbangan Dana Kampanye
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).

(6} Hutang atau pinjaman Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan
Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan dan/atau Pasangan
Calon yang timbul dari p'enggunaan vang atau barang dan jasa dari
pihak lain, diberlakukan| kefentuan pembatasan sumbangan Dana
Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).

(7} Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik Peserta Pemilu atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan dan/atau
Pasangan Calon yang !menen‘ma surmmbangan melebihi kefentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3):

a. dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;

b, wajib melaporkan kepada KPU Provinsi untuk pemifihan gubernur
dan wakil gubermnur gan KPU Kabupaten/Kofa untuk pemilihan
bupati dan wakil bupatf atau walikota dan wakil walikota;

Cc. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat
14 (empat belas) Han setelah masa Kampanye berakhir; dan

d. wajib menyerahkan bukti seforan ke kas Negara sebagaimana
dimaksud dalam huruf ¢ kepada KPU Provinsi untuk pemilihan
gubernur dan wakil \gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk
pemilihan bupati dan \wakil bupali afau walikota dan wakil walikofa
paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye
berakhir.

(8) KPU Provinsi untuk pemilihan gubemur dan wakil gubernur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk| pemilihan bupati dan wakil bupati atau
walikota dan wakil wahkota menfasiltasi penyerahan kelebihan
sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ke kas Negara;

(9) Mekanisme penyerahan sumbangan ke kas Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 7’)i huruf c ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Bahwa berdasarkan Pasal 10 P!eraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
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Indonesia Nomor Peraturan Kom|S| Pemilthan Umum Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota menyebutkan :

Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berbentuk:
a. uang;

b. barang; dan/atau
¢. jasa.

Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
indonesia Nomor Peraturan Komisi Pemilinan Umum Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota menyebutkan :
Ayat (1) Dana Kampanye yang belrbentuk uang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 huruf a, mehput.' penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet
giro, surat berharga lamnya uang elektronik, dan penerimaan melalui
transaksi perbankan;

(2) Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana
dimaksud pada ayat (!1) wajib ditempatkan pada RKDK terlebih
dahulu sebelum d!gunakan untuk kegiatan Kampanye.

(3) Transaksi perbankan sebagafmana dimaksud pada ayaf (1) melipuli:

a. seforan tunai ke RKIDK dan
b. pemindahan dana dan rekening penyumbang RKDK.

(4) Penerimaan Dana Kampanye melalui transaksi perbankan
sebagaimana dimaksud| pada ayat (3) disertai dengan informasi
identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)
dan ayat (4).

(5) Dalam hal transaksi perbankan berupa pemindahan dana darn
rekening penyumbang {R’KDK tidak dapat menyertakan informasi
identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka
dapat menyertakan surat keterangan dari bank yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan Pasal 12 Pieraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

indonesia Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota menyebutkan :

Ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon
Perseorangan wajib me'mbuka RKDK pada Bank Umum.

(2 RKDK sebagaimana dfmaksud pada ayat (1) dibuka atas nama
Pasangan Calon dan terp:sah dari rekening pribadi Pasangan Calon.

(3) Spesimen fanda tangan\ pada RKDK yang dibuka oleh Parlai Politik
Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang
mengusulkan Pasangan| Calon sebagaimana pada ayat (1) dilakukan
bersama oleh Partai Politik Peserfa Pemilu atau Gabungan Partal
Politik Peserta Pemilu dan salah satu calon dari Pasangan Calon.

(4) Pembukaan RKDK bag:‘ Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai
Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3}
dan dilakukan oleh sala'h satu perwakilan dari Partai Politik Peserta
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.

(5) Partai Politik Peserta Pemn’u atau Gabungan Partai Politik Peserfa
Pemilu membuat surat pemyataan yang menyatakan mendelegasikan

perwakilan Partai Politik| Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu untuk menandatangani spesimen RKDK.




(6) Spesimen tanda tangan| pada RKDK yang dibuka oleh Pasangan
Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
bersama oleh Pasangan Calon Perseorangan.

(7) Pembukaan RKDK sebagaimana yang dibuka oleh Pasangan Calon
perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayaf (1) dimulai sejak
pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum
masa Kampanye dimulai.

(8) Dalam hal Pasangan Calon membuka RKDK melebihi wakifu yang
ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasangan Calon
dapat meminta rekomendasi dari Bawaslu Provinsi atau Bawaslu
Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

. (9) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserfa
Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon sebelum membuka
RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan
menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi unfuk
pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota
untuk pemilihan bupati dan wakil bupali atau walikota dan wakil
walikota.

(10) Pasangan Calon Perseorangan sebelum membuka RKDK membuat
permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan
formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan
gubernur dan wakil gubemur dan KPU Kabupaten/Kofa untuk
pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

(13) Permohonan pengantar pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud
pada ayat (9) dan ayat (10) dilengkapi dengan bukti penerimaan
pendaftaran dari KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil
gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil
bupati atau walikota dan wakil walikota.

- Bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota menyebutkan :

Ayat (1) Dalam hal Pasangan Calon afau salah satu dari Pasangan Calon
berhalangan tetap dalam jangka waktu sejak penetapan Pasangan
Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelurm hari pemungutan
suara, Pasagan Calon melakukan pembaharuan RKDK paling lambat
3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh
KPU Provinsi untuk pemifihan gubemur dan wakil gubemur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupali atau
walikota dan wakil walikota,

(2) Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
a. putusan bawaslu;atau
b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum letap,
yang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana
diatur dalam peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal
penyelenggaraan pemilihan, RKDK dapat dibuka pada Bank Umum
paling lambat 3 (tiga) Hari kerja setelah ditetapkan sebagal Pasangan
Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubemur dan wakil gubernur
dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati
atau walikota dan wakil walikota

- Bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
indonesia Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peseria Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil




Walikota menyebutkan :

Ayat (1) Pasangan Calon Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai
Politik Peserfa Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan
Pasangan Calon serta Pasangan Calon perseorangan wajib menutup
RKDK pada Bank Umum.

(2 Penutupan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi
Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi pendaftaran dilakukan
paling lambat 3 (tiga) Hari sefelah Keputusan KPU Provinsi untuk
pemilihan gubemur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota
untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil
walikota tentang penetapan Pasangan Calon.

(3) Penutupan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi
Pasangan Calon yang lolos verifikasi pendaftaran difakukan paling
lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

(4) Penutupan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Pasangan Calon degan menyampaikan suraf permohonan
penutupan RKDK kepada Bank Umum yang dibuat dengan
menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran X yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini..

(5) Penutupan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dibuktikan dengan surat pernyataan dari Bank Umum;

. (6) Pasangan Calon wajib menyampaikan surat dari Bank Umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepada:
a. KPU Provinsi untuk pemilihan gubemur dan wakil gubernur dan
b. KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau
walikota dan wakil walikota
paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa kampanye berakhir.

Bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomeor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota menyebutkan :
Ayat (1) Pengeluaran Dana Kampanye yaifu:
a. pembiayaan aktivitas kampanye
b. pembayaran hutang; dan
c. pengeluaran lain,
yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.
(2) Pembiayaan aktivitas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a termasuk pembelian barang danfatau pembayaran jasa.
{3) Pembayaran hutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan pembayaran atas hufang Pasangan Calon dan/atau
Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi
tanggung jawab Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik pengusul yang bersangkutan.
(4) Aktivitas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
meliputi:
pertemuan terbatas;
pertemuan tatap muka dan dialog;
penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
pemasangan alat peraga;
iklan massa cefak dan media massa elekironik; dan/atau
kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan
kefentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e sesuai
dengan Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan Gubemur dan
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Wakil Gubemnur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikot dan Wakil
Walikota.

(8} Dana Kampanye fidak dapat digunakan untuk membiayai saksi
Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.

Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota menyebutkan :

Ayat (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pembatasan

Pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan:

melode Kampanye

jumlah kegiatan Kampanye

perkiraan jumliah peserta Kampanye

standar biaya daerah;

bahan Kampanye yang diperlukan;

cakupan wilayah dan kondisi geografis;

logistik; dan

. manajemen Kampanye / konsultan

(2) Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan:
a. Pasangan Calon
b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon;
¢. Petugas Penghubung; dan/atau
d. Pihak terkait lainnya.

(3) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yaitu:

a. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan
tingkatannya;

b. Pewarta; dan/atau

¢. Pemaniau terdaftar.

(4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan
pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU
Kabupaten/Kota dengan  memperhatikan rapat  koordinasi
sebagaiman dimaksud pada ayat (2)
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Bahwa berdasarkan Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota menyebutkan :

Avyat (1} KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima koordinasi dan
konsultasi dari Pasangan Calon dalam proses penyusunan LADK
dan/ atau LADK perbaikan.

(2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota secara berkala memaniau
proses penggugahan dan penerimaan dokumen LADK dan/ atau
LADK perbaikan yang dilakukan oleh Pasangan Calon melalui
Sikadeka.

Bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota menyebutkan :

Ayat (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima berkoordinasi dan
konsuftasi dari Pasangan Calon dalam Proses penyampain LPSDK.




(2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota secara berkala memantau
Proses Penggugahan dan Pengiriman dokumen LPSDK yang
dilakukan oleh Pasangan Calon melalui Sikadeka. Bawaslu Provinsi
atau Bawaslu Kabupaten/Kota seuai tingkatannya;

Bahwa berdasarkan Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota menyebutkan :

Ayat (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kola dapat menerima
berkoordinasi dan konsuiltasi dari Pasangan Calon dalam Proses
penyampain LPPDK.

(2) Dalam hal hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditemukan kendala dalam penyusunan laporan Dana Kampanye
Pasangan Calon yang harus dikonsultasikan kepada KAP, maka
KPU dapat meneruskan hasil konsultasi kepada KAP.

(3) KPU secara berkala memantau proses penggugahan damn
pengiriman dokumen LPPDK yang dilakukan oleh Pasangan Calon
Dana Kampanye Pasangan Calon melalui Sikadeka.

Bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubemur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan VWakil

Walikota menyebutkan :

Ayat (1) Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan dilakukan oleh AP dengan
bentuk perikatan audit Laporan Dana Kampanye yang merupakan
audit kepatuhan dalam kerangka Perikatan Ansurans.

(2) Audif Kepatuhan sebagimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kepatuhan atas pelaporan Dana Kampanye ferhadap peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana Kampanye
Pemilihan.

(3) Keluaran Audit Kepatuhan sebagimana dimaksud pada ayat (1)
berupa opini patuh atau terdapat ketidakpatuhan yang material atas
salah saru Asersi atau lebih.

Bahwa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota menyebutkan :

Ayat (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan KAF yang
memenuhi persyaratan untuk melakukan audit Dana Kampanye.

Bahwa berdasarkan Pasal 60 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
indonesia Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota menyebutkan :

Ayat (1) AP yang akan melakukan audit wajid dilengkapi dengan surat tugas
dari KAP yang ditetapkan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubenur
dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati
dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota.

Bahwa berdasarkan Pasal 61 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia




Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota menyebutkan :

Ayat (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kofa menyusun menetapkan
KAP berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 59 ayat (1) untuk melakukan audit Laporan Dana Kampanye
dari 1 (satu) Pasangan Calon didaerah yang bersangkutan;
(2} KAP sebagaimana dimaksud pada ayaf (1) dapat melakukan audit
LPPDK Pasangan Calon di daerah lainnya.

Bahwa berdasarkan Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubemur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota menyebutkan :

KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung
sefak KAP menerima LPPDK dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).

Bahwa berdasarkan Pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota menyebutkan :

Ayat (1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/Kota sesuai dengan
tingkatannya dapat mengawasi terkait pelaporan Dana Kampanye
sesual dengan kewenangan sesuai dengan kefentuan peraturan
perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Repubiik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakii Bupati, serta Walikota dan Wakil
Wialikota menyebutkan :

Ayat (1) Dalam pelaksanaan tahapan pelaporan Dana Kampanye,
KPU Provinsi KPU Kabupaten/Kota, Pasangan Calon dan
KAP dapat memanfaatkan feknologi informasi Sikadeka
yang berpedoman pada Peraturan Komisi ini memanfaatkan
teknologi informasi Sikadeka yang berpedoman pada Peraturan
Komisi ini.

Bahwa berdasarkan Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Repubiik

indonesia Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota menyebutkan :

Ayat (1) KAP yang melakukan audit Laporan Dana Kampanye mengajukan
permohohan akses Sikadeka Kepada KPU Provinsi untuk permifihan
gubemnur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk
pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.




Bahwa berdasarkan Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubemur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota menyebutkan : :

Ayat (1) KPU memberikan akses pembacaan dafa Laporan Dana Kampanye
yang ada pada Sikadeka kepada Bawaslu.

Bahwa berdasarkan Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubemur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan \Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota menyebutkan :

Ayat (1) KPU mengumumkan informasi penerimaan dan pengefuaran Dana
Kampanye Pasangan Calon;
{2} pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap
Hari secara berkala melalui laman KPU.

Bahwa berdasarkan Pasal 72 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota menyebutkan :

KPU menetapkan pedoman teknis mengenai;

a. pelaporan dana kampanye;dan

b. audit laporan dana kampanye.

dengan Keputusan KPU yang berpedoman pada peraturan perundang-
undangan dan Peraturan Komisi ini.

Bahwa berdasarkan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilthan Umum Republik
Indonesia Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupaiti, serta Walikota dan Wakil
Walikota menyebutkan :

Ayat (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai fingkatannya
melakukan kiasifikasi terhadap Pasangan Calon yang tidak
menyampaikan LADK, LPSDK, dan LPPDK.

Bahwa berdasarkan Pasal 84 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota menyebutkan :

Ayat (1) Apabila KAP yang ditunjuk oleh KPU Provinsi untuk pemilihan
gubemnur dan wakil gubemur dan KPU Kabupaten/Kofa untuk
pemilihan bupati dan wakil bupali atau walikota dan wakil dalam
proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi
yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 59 ayat (2 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
membatalkan penunjukan KAP yang bersangkutan dengan terlebif
dahulu dilakukan klarifikasi.

(2) Apabila KAP yang ditunjuk ofeh KPU Provinsi untuk pemilihan
gubenur dan wakil gubemur dan KPU Kabupaten/Kota untuk
pemilihan bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota




sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dalam proses
pelaksanaan audit diketahui melibatkan pihak-pihak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 74, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
membatalkan penunjukan KAP yang bersangkutan.

(3) KAP yang dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1)
dan ayat (2), tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.

(4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan KAP pengganti
untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan Dana Kampanye
Pasangan Calon yang bersangkutan.

3. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Kota Sawahlunto mengimbau
kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto untuk melaksanakan seluruh
tahapan Dana Kampanye sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan serta
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih.

Tembusan Yth;
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;

2. Arsip




